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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUTON UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

b. bahwa untuk tertibnya pembahasan dan persetujuan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu 
adanya suatu sistem penyusunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Sistem Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

 
 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5533); 

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54         
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 5); 

20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum; 
 
 



21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12     
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri   Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri    
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang      
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

dan 
 

BUPATI BUTON UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan     :  PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

 
 
 
  



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama kepala daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum. daerah. 

12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 
bendahara umum daerah. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
 
 



15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
26. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
27. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 



33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan 
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan 
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 

34. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan 
menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

36. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana 
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis 
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada 
prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 

37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 
 



46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD. 

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

 
BAB II 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 
Bagian Kesatu 
Asas Umum 

Pasal 2 
 

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari dan atas beban APBD. 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya 
dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau desa, didanai dari dan atas 
beban APBD provinsi. 

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang 
penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban 
APBD kabupaten. 

 
Pasal 3 

 
(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam 

bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan 
harus dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar 
hukum penganggaran. 

 

Pasal 4 
 

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban 
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. 
 
 
 
 



Bagian Kedua 
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

Pasal 5 
 

(1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang 
merupakan penjabaran dari RP3MD dengan menggunakan bahan dari 
Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada 
Rencana Kerja Pemerintah. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka 
ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana 
kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 
oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. 

(3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

 

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum 
tahun anggaran berkenaan. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah. 

(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon  
Anggaran Sementara 

Paragraf 1 
Kebijakan Umum APBD 

Pasal 7 
 

(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman 
penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
antara lain : 
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah 

dengan pemerintah daerah; 
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 
c. teknis penyusunan APBD; dan 
d. hal-hal khusus lainnya. 

 



Pasal 8 
 

(1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari 
program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk 
setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi 
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan 
pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 

(2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan 
dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

(3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 
mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-
pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
Pasal 9 

 

(1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), 
kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola 
keuangan daerah kepada Kepala Daerah, paling lambat pada awal bulan 
Juni. 

 
Pasal 10 

 

(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan 
bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 
 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD 
bersama Badan Anggaran DPRD. 

(3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan 
Juli tahun anggaran berjalan. 

 
Paragraf 2 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Pasal 11 

 
(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS. 
(2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

tahapan sebagai berikut : 
a.  menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 
b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 



(3) Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling 
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD 
bersama Badan Anggaran DPRD. 

(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun 
anggaran berjalan. 

 
Pasal 12 

 

(1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (5), dituangkan ke dalam nota kesepakatan 
yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan 
DPRD. 

(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat 
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota 
kesepakatan KUA dan PPA. 

(3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota 
kepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat 
yang berwenang. 

 
Bagian Keempat 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 
Pasal 13 

 
(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang 
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam 
menyusun RKA-SKPD. 

(2) Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan 
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : 
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana 

pendapatan dan pembiayaan; 
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD 

berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; 
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 
d. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan 

prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas 
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan 

e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, 
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 

(3) Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan 
Agustus tahun anggaran berjalan. 

 



Bagian Kelima 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Pasal 14 
 

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. 

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

 
Pasal 15 

 
(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun 
prakiraan maju. 

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan 
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 
ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan 
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD 
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari 
kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

 
Pasal 16 

 
(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan terciptanya 
kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program 
dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan 
tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada 
tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 
direncanakan. 

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk 
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 
dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

 

 
 



Pasal 17 
 

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau 
target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar 
pelayanan minimal. 

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 
keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang 
direncanakan. 

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran 
prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, 
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. 

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

 
Pasal 18 

 

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat 
rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan 
kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan 
dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi 
tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi 
kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. 

 
Pasal 19 

 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, 
yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memuat 
kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-
masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 
 
 



(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk 
menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk 
memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut 
jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) memuat nama 
organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. 

(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) memuat nama 
program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) memuat nama 
kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

 
Pasal 20 

 

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) meliputi 
masukan, keluaran dan hasil. 

(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) 
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula 
dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan 
efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) merupakan 
hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan 
dari suatu kegiatan. 

 
Pasal 21 

 
(1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-
masing SKPD. 

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga 
hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 

 
Pasal 22 

 

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan 
dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 
 
 
 



Bagian Keenam 
Penyiapan Raperda APBD 

Pasal 23 
 

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk 
dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 

(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, 
prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan 
dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, 
kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, 
standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar 
SKPD. 

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan 
penyempurnaan. 

 
Pasal 24 

 

(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan 
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD. 

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : 
a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g. daftar piutang daerah; 
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
l. daftar dana cadangan daerah; dan 
m. daftar pinjaman daerah. 

 
 



Pasal 25 
 

(1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan 
lampiran yang terdiri dari : 
a. ringkasan penjabaran APBD; 
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja dan pembiayaan. 

(2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD memuat 
penjelasan sebagai berikut : 
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang 

direncanakan, tarif pungutan/harga; 
b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, 

harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan; 
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber 

penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan. 
 

Pasal 26 
 
 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 
disampaikan kepada Kepala Daerah. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada 
masyarakat. 

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan 
kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD 
tahun anggaran yang direncanakan. 

(4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan 
oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 
BAB III 

PENETAPAN APBD 
Bagian Kesatu 

Penyampaian dan Pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Pasal 27 
 

(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama 
bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan 
untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
 
 



(2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) 
bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 

(3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD. 

(4) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan nota keuangan. 

(5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, 
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku 
pejabat/pelaksana tugas Kepala Daerah dan/atau selaku pimpinan 
sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. 

 
Pasal 28 

 

(1) Penetapan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA, serta 
PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. 

(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan 
pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD 
berkenaan kepada Kepala Daerah. 

 
Pasal 29 

 

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah 
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun 
anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. 

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat 
dan belanja yang bersifat wajib. 

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan 
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain 
pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada 
Pihak ketiga. 



 
 

Pasal 30 
 

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari 
Gubernur. 

(3) Pengesahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 

(4) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : 
a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g. daftar piutang daerah; 
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 
k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
i. daftar dana cadangan daerah; dan 
m. daftar pinjaman daerah. 

 
Pasal 31 

 

(1) Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk memperoleh 
pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lama 15 
(lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan 
bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

(2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak 
mengesahkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud menjadi Peraturan Kepala 
Daerah. 



Pasal 32 
 

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 29 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan 
pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta 
penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh 
pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Bagian Kedua 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
Pasal 33 

 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama 

DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum 
ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada 
Gubernur untuk dievaluasi. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya 
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian 
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti 
sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 
peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah kabupaten. 

(3) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang 
terkait. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15     
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(5) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan 
rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

(6) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan 
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBD tahun sebelumnya. 



(8) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan pernyataan 
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

 
Pasal 34 

 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (7) dan ayat (8), Bupati harus memberhentikan 
pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati 
mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
 

Pasal 35 
 

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(6) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 
dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat 
final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni 
setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 
keputusan tersebut ditetapkan. 

(7) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD 
yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 

 
Pasal 36 

 

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 
 
 
 



Bagian Ketiga 
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
Pasal 37 

 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 

Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh 
Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD. 

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Bupati yang 
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD. 

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja setelah ditetapkan. 

(5) Jadwal penyusunan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Daerah ini.  

BAB IV 
PELAKSANAAN APBD 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal 38 
 

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 

(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima 
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau 
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai 
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas 
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 

(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi 
untuk setiap pengeluaran belanja. 

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam 
APBD. 
 
 
 



(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika 
dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

(8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran 
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Kedua 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 
Paragraf 1 

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 
Pasal 39 

 

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang 
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar 
menyusun rancangan DPA-SKPD. 

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci 
sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan 
untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap 
SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling 
lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

 
Pasal 40 

 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan 
kepala SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. 

(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
disahkan. 

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

 
 



Paragraf 2 
Anggaran Kas 

Pasal 41 
 

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan 
anggaran kas SKPD. 

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
SKPD. 

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan 
dengan pembahasan DPA-SKPD. 

 
Pasal 42 

 
(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna 

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam 
DPA-SKPD yang telah disahkan. 

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus 
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 
periode. 

 
BAB V 

PERUBAHAN APBD 
Bagian Kesatu 

Dasar Perubahan APBD 
Pasal 43 

 
(1)  Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun berjalan; 
d. keadaan darurat; dan 
e. keadaan luar biasa. 

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

 
 
 
 
 
 
 



Bagian Kedua 
Kebijakan Umum serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 
Pasal 44 

 
(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat 
berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan 
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang 
semula ditetapkan dalam KUA. 

(2) Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya 
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a 
ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS 
Perubahan APBD. 

(3) Dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS 
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara 
lengkap, dengan penjelasan mengenai : 
a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; 
b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 
APBD tahun anggaran berjalan; 

c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi 
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan 
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

(4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling 
lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. 

(5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya 
disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA 
Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun 
anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun 
anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan 
pembangunan fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD. 

 
Pasal 45 

 

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah 
disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), masing-masing 
dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara 
Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. 

 



Pasal 46 
 

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
(1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal 
pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru 
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam 
perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. 

(2) Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mencakup : 
a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau 

kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana 
pendapatan dan pembiayaan; 

b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan 
antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan 
standar pelayanan minimal yang ditetapkan; 

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah 
diubah kepada PPKD; 

d. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan 
prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan 
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi 
kerja; dan 

e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, 
PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau 
DPPA SKPD, standar analisa belanja dan standar harga. 

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat 
diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala 
Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran 
berjalan. 

Pasal 47 
 

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja 
program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format 
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). 

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, 
jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik 
sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. 

 
 
 
 
 
 
 



Bagian Ketiga 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 48 
 

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b serta 
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian 
obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. 

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan 
atas persetujuan Sekretaris Daerah. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD. 

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis 
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau 
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD. 

 
Bagian Keempat 

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya 
Dalam Perubahan APBD 

Pasal 49 
 

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan 
tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (1) huruf c dapat berupa : 
a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 
b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; 
c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan 

pemerintah; 
d. mendanai kegiatan lanjutan; 
e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan 

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 
anggaran berjalan; dan 
 
 



f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan 
dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran 
berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir 
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan 
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. 

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

 
Bagian Kelima 

Pendanaan Keadaan Darurat 
Pasal 50 

 
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak 
terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
cara : 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; 
dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
 



b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(10)Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar 
pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan 
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 
Bagian Keenam 

Pendanaan Keadaan Luar Biasa 
Pasal 51 

 
(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e 

merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau 
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 
dari 50% (lima puluh persen). 

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan 
belanja dalam APBD. 

 

Pasal 52 
 

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dalam APBD mengalami peningkatan Iebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat dilakukan 
penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan 
capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran 
berjalan. 

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih 
dahulu dalam DPPA-SKPD. 
 
 



(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Kedua APBD. 

 
Pasal 53 

 

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat dilakukan 
penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan 
kegiatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. 

(3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua 
APBD. 

 
Bagian Ketujuh 

Penyiapan Raperda Perubahan APBD 
Pasal 54 

 
(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang 

akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD 
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara 
RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan 
maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen 
perencanaan Iainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar 
analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. 

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat 
program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD 
terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan. 

 
Pasal 55 

 
(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD 

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah 
disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas 
lebih lanjut oleh TAPD. 

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD 
yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas 
TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan APBD oleh PPKD. 



Bagian Kedelapan 
Penetapan Perubahan APBD 

Paragraf 1 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 

Rancangan Peraturan'Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 
Pasal 56 

 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD 
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan 
dan yang tidak mengalami perubahan. 
 

Pasal 57 
 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD beserta lampirannya. 

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari : 
a. ringkasan perubahan APBD; 
b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 
c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; 
e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
g. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan 

peraturan daerah terdiri dari : 
1) laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan 

daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran 
yang direncanakan; 

2) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun 
terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; 

3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 
(satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang 
direncanakan; 

4) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan 
peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan 
anggaran yang direncanakan; 

h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan 

i. daftar pinjaman daerah. 



Pasal 58 
 

(1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 
terdiri dari Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
Perubahan APBD beserta lampirannya. 

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari : 
a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja 

daerah dan pembiayaan daerah; dan 
b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

 
Pasal 59 

 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun 
oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada 
DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. 

(3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan infomiasi 
mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam 
pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. 

(4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

 
Paragraf 2 

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan 
Raperda Perubahan APBD 

Pasal 60 
 

(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu 
kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. 

(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan 
umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati 
antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. 

 
 
 



(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan 
daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan 
berakhir. 

(6) Jadwal perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Daerah ini.  

 
Paragraf 3 

Evaluasi Raperda Perubahan APBD 
Pasal 61 

 

(1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku 
ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan 
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur 
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, sekaligus 
menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap 
berlaku APBD tahun anggaran berjalan. 

(4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan 
berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 62 

 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4), Bupati harus memberhentikan 
pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala 
Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD. 

 
 
 
 

 



Pasal 63 
 

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan 
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 
 

Paragraf 4 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD 

Pasal 64 
 

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD 
agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang 
dianggarkan dalam perubahan APBD. 

(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya 
harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). 

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian 
obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan 
atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar 
belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan 
maupun setelah dilakukan perubahan. 

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh 
PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

 
BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 
Bagian Kesatu 

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Pasal 65 

 
(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran 

pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis 
untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD 
dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan 
sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan 
belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 
7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan 
berakhir. 

 
 
 
 



(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

 
Pasal 66 

 
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara 
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran 
pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) 
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
 

Pasal 67 
 

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan kepada 
Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran 
berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 
 

Pasal 68 
 

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disampaikan kepada 
DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

 
Bagian Kedua 

Laporan Tahunan 
Pasal 69 

 
(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 

berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan 
sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. 

 
Pasal 70 

 
(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 

disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir. 



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. 

 (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; dan 
c. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang 
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 71 
 

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara 
menggabungkan laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 70 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan arus kas; dan 
d. catatan atas laporan keuangan. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan 
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 
standar akuntansi pemerintahan. 

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan 
keuangan BUMD/perusahaan daerah. 

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala 
daerah dan laporan kinerja interim di Iingkungan pemerintah daerah. 

(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur 
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. 

(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan 
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 



Pasal 72 
 

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) 
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK. 

 
Bagian Ketiga 

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Pasal 73 

 
(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan 
yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan 
atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah 
diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 74 

(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), BPK belum 
menyampaikan hasil pemeriksaan, Kepala Daerah menyampaikan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD kepada DPRD. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, 
catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama 
dengan yang disampaikan kepada BPK. 

 
Pasal 75 

 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

(2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari : 
a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan 
b. penjabaran laporan realisasi anggaran; 



Pasal 76 
 

(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. 

(2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) 
bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima. 

 
Pasal 77 

 

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam 
lembaran daerah. 

 
Bagian Keempat 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Pasal 78 

 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja 
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1). 

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud 
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

 
 
 
 
 
 



Pasal 79 
 

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan 
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 80 
 

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Menteri 
Dalam Negeri. 

 
BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 81 

 
Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati/Keputusan Bupati. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 82 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara.     
 

Ditetapkan di Buranga 
Pada tanggal 28 Juli 2015 

 
BUPATI BUTON UTARA, 

 
TTD 

H. SAEMU ALWI 
 
Diundangkan di Buranga 
Pada tanggal 28 Juli 2015 
 
  Plt.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA,  
 

TTD 
 
       H. HADO HASINA 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1 
 
 
 
 
 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2015 

TENTANG 
SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
I. UMUM 

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin 
dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan 
belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Untuk menjamin agar APBD 
dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam 
penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar 
belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, 
skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini, pada 
dasarnya memuat 3 (tiga) pokok pembahasan utama yaitu penyusunan 
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang 
dalam proses pengaturannya memperjelas posisi dan kedudukan baik 
antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maupun di internal Pemerintah 
Daerah. 

Penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dan penyampaian kebijakan umum APBD. Berdasarkan 
kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah 
Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran 
sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 
Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen pendukungnya 
kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. Khusus untuk penyusunan 
Perubahan APBD juga dilakukan tahapan sesuai dengan penyusunan 
APBD yang sangat dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang 
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, 
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang 
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan 
untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan 
darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 
transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, 
dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud 



disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum 
dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu 
diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Dalam rangka pelaksanaan 
pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan 
rnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan 
mernberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas 
laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap 
standar akuntansi pemerintahan. 

 
 
 
 
 
 
Secara umum, perda ini terdiri atas 8 (delapan) bab dan 82 (delapan 

puluh dua) pasal yang meliputi ketentuan umum, penyusunan rancangan 
APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ketentuan lain-lain, dan ketentuan 
penutup. 

 
    

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1   

Cukup jelas. 
Pasal 2   

Cukup jelas. 
Pasal 3   

Cukup jelas. 
Pasal 4   

Cukup jelas. 
Pasal 5   

Cukup jelas. 
Pasal 6   

Cukup jelas. 
Pasal 7   

Cukup jelas. 
Pasal 8   

Cukup jelas. 
Pasal 9   

Cukup jelas. 
Pasal 10   

Cukup jelas. 
Pasal 11   

Cukup jelas. 
Pasal 12   

Cukup jelas. 



Pasal 13   
Cukup jelas. 

Pasal 14   
Cukup jelas. 

Pasal 15   
Cukup jelas. 

Pasal 16   
Cukup jelas. 

Pasal 17   
Cukup jelas. 

Pasal 18   
Cukup jelas. 

Pasal 19   
Cukup jelas. 

Pasal 20   
Cukup jelas. 

Pasal 21   
Cukup jelas. 

Pasal 22   
Cukup jelas. 

Pasal 23   
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31   
Cukup jelas. 

Pasal 32   
Cukup jelas. 

Pasal 33 



Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38  

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pasal 46   

Cukup jelas. 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51   

Cukup jelas. 
Pasal 52   

Cukup jelas. 
 
 
 
 
 

Pasal 53   
Cukup jelas. 



Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70   
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 



Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
  NOMOR : 1 TAHUN 2015 
  TANGGAL : 25 JULI 2015 
  TENTANG : SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH. 
  

 
JADWAL PENYUSUNAN APBD 

 
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN 
1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 1 bulan 
2 Penyampaian Rancangan KUA kepada 

Kepala Daerah 
Awal bulan Juni 3 minggu 

3 Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala 
Daerah kepada DPRD 

Pertengahan bulan Juni  
3 minggu 

4 KUA disepakati antara Kepala Daerah 
dengan DPRD 

Minggu pertama bulan 
Juli 

5 Penyusunan Rancangan PPAS  1 minggu 
6 Penyusunan  Rancangan PPAS ke DPRD Minggu kedua bulan 

Juli 
 

3 minggu 
7 PPAS disepakati antara Kepala Daerah 

dengan DPRD 
Akhir bulan Juli 

8 Penetapan pedoman penyusunan RKA-SKPD 
oleh Kepala Daerah 

Awal bulan Agustus 1 minggu  

9 Penyampaian raperda APBD kepada DPRD Minggu pertama bulan 
oktober 

 
 

2 bulan 10 Pengambilan keputusan bersama DPRD dan 
Kepala Daerah terhadap RAPBD 

Paling lama 1 bulan 
sebelum tahun 
anggaran yang 
bersangkutan 

11 Penetapan hasil evaluasi 15 hari kerja  
12 Penetapan Perda APBD dan Peraturan KDH 

Penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi 
Akhir Desember (31 

Desember) 
 

13 Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi 7 hari kerja Akhir bulan Desember 
14 Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi  7 hari kerja setelah 

hasil evaluasi dari 
Gubernur 

15 Penghentian dan pencabutan pelaksanaan 
Perda APBD bersama DPRD 

 
7 hari kerja 

 
Awal bulan Januari 

16 Penetapan Keputusan Pimpina n DPRD 
tentang penyempurnaan Perda APBD dan 
penyampaian hasil penyempurnaan 
berdasarkan hasil evaluasi 

 
3 hari kerja setelah 

keputusan ditetapkan 

 

17 Penetapan Perda APBD dan Peraturan KDH 
tentang Penjabaran APBD 

 
31 desember  

 

18 Penyampaian Perda APBD dan Peraturan 
KDH tentang Penjabaran APBD kepada 
Gubernur 

 
7 hari kerja 

 

 
 

BUPATI BUTON UTARA, 
 

TTD 

H. SAEMU ALWI 



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
  NOMOR : 1 TAHUN 2015 
  TANGGAL : 25 JULI 2015 
  TENTANG : SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH. 
  

 
 

JADWAL PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 
 

NO URAIAN WAKTU KETERANGAN 
1 Penyampaian rancangan Perubahan 

KUA dan PPAS kepada DPRD 
Minggu pertama 

agustus 
 

2 Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 
antara Kepala Daerah dan DPRD 

Minggu kedua 
agustus 

 
7 hari 

3 Pedoman penyusunan RKA-SKPD 
perubahan APBD 

Minggu ketiga 
agustus 

 

4 Penyampaian raperda APBD beserta 
lampiran kepada DPRD 

Minggu kedua 
September 

 

5 Persetujuan DPRD terhadap raperda 
Perubahan APBD 

3 bulan sebelum 
tahun anggaran 

berakhir 

Akhir bulan 
September 

6 Penyampaian kepada Gubernur untuk 
di evaluasi 

3 hari kerja  

7 Keputusan Gubernur tentang hasil 
evaluasi 

15 hari kerja Pertengahan bulan 
oktober 

 
8 

Pengesahan perda yang telah di evaluasi 
dan dianggap sesuai ketentuan 

Pertengahan bulan 
oktober 

 

 
9 

Pengesahan perda sesuai hasil evaluasi 
apabila dianggap bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan yang 
lebih tinggi 

 
7 hari kerja 

 
Minggu ketiga 

oktober 

 
 

10 

 
Pembatalan perda perubahan APBD bila 
tidak dilakukan penyempurnaan 

7 hari kerja setelah 
pemberitahuan untuk 

penyempurnaan 
sesuai hasil evaluasi 

 
 

Minggu keempat 
oktober 

11 Pencabutan raperda Perubahan APBD  Minggu pertama 
November 

12 Pemberitahuan  untuk penyampaian 
rancangan perubahan DPA-SKPD 

3 hari kerja setelah 
Perubahan APBD 

disahkan 

Minggu ketiga 
oktober 

 
 
 

BUPATI BUTON UTARA, 
 

TTD 
 

H. SAEMU ALWI 
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